
 

63 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

           Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan ini adalah : 

1. Penyebab terjadinya kasus hubungan industrial adalah karena tidak 

terpenuhinya hak dan tidak dilaksanakanya kewajiban masing-masing 

pihak. Kasus tersebut biasanya ditangani oleh pihak Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi NTB khusunya mediator apabila ada laporan 

dari salah satu atau kedua belah pihak. 

Macam pelanggaran yang dilaporkan di Dinas Tenaga Kerja yaitu : 

a. Indispliner atau pelanggaran terhadap peraturan perusahaan  

b.  Pelanggaran terhadap perjanjian kerja atau peraturan perusahaan  

Dari penyebab terjadinya kasus hubungan industrial bahwa sebagian besar 

jenis kasus yang terjadi dalam hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi NTB adalah kasus pemustusan hubungan kerja. 

2. Peranan mediator dalam menangani kasus hubungan industrial yaitu : 

Peranan mediator itu sangat penting untuk menangani penyelesaian 

perselisihan atau kasus Hubungan Industrial, Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK), perselisihan antara Serikat Pelerja dalam perusahaan dan 

penyelesaian Perselisihan Kepentingan output atau hasil adalah anjuran 

tertulis dalam kasus yang belum selesai dan akan dilimpahkan ke 
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pengadilan hubungan industrial dalam hal kasusnya telah selesai ataupun 

kedua belah pihak tercapai kesepakatan maka mediator membuat perjanjian 

bersama. Pelaksanaan mediasi di kantor Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi NTB bisa dikatakan baik, karna sudah sesuai dengan 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tetntang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial. Dalam prakteknya Mediator pada Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB menyelesaikan perselisihan sesuai 

dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam undang-undang. Kalaupun 

proses mediasi kadang berjalan lambat karena pihak yang tidak hadir jadi 

ada penambahan waktu selama 30 hari.  

3. Kendala yang dihadapi mediator dalam menangani kasus hubungan 

industrial 

a. Jumlah mediator sedikit dan tidak sebanding dengan kasus yang masuk  

b. Kurangnya diklat mediator yang diselenggarakan oleh Kementrian 

Ketenagakerjaan. 

c. Para pihak yang berselisih yang perkara salah satunya berada diluar 

NTB jadi penyelesainya terhambat.  

B. Saran  

1. Untuk mediator bidang hubungan industrial ini sendiri kalau bisa 

jangan semuanya ikut turun lapangan setidaknya ada 1 atau 2 orang 

yang menunggu di kantor ketakutanya ada kasus yang masuk yang 

perlu segera ditangani. 
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2. Untuk kasus yang pihaknya berada diluar NTB jika salah satu pihaknya 

sudah tidak merespon lebih baik mengambil tindakan tegas atau 

membuat anjuran tertulis karna jangan sampai hanya karna satu kasus 

tapi menghambat beberapa kasus lainya. 

3. Untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB agar 

mengupayakan anggaran dan fasilitas yang tidak mendukung mediator 

dalam melaksanakan tugas kepada kementrian ketenagakerjaan 

sehingga anggaran dan fasilitasnya bisa memadai mediator dalam 

melaksanakan tugas. 

4. Untuk perusahaan jika ada permasalahan atau kasus PHK dengan 

pegawai lebih baik dimusyawarahkan terdahulu dengan pegawainya 

agar tidak ada laporan kasus hubungan indutrial atau permasalahanya 

sampai ke mediator maupun ke pengadilan hubungan industrial.  
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